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ABSTRAK

Pengertian contempt of court adalah segala tindakan (berbuat aktif) atau
tidak melakukan (pasif) dilakukan oleh mereka yang berperkara atau pihak lain
yang tidak terlibat yang cenderung mengganggu, mencampuri proses
penyelenggaraan peradilan sehingga merendahkan martabat peradilan.

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan (contempt of court)
di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dan juga tersebar dalam beberpa pasal dalam KUHP.
Fenomena dalam peradilan kita menunjukan peristiwa contempt of court terjadi
hampir di setiap lembaga pengadilan. Kewibawaan Peradilan mengalami
penurunan akibat perilaku bai yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara
maupun juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini akan
mengkaji pengaturan bentuk bentuk Contempt Of Court di Indonesia , selanjutnya
akan di teliti sebab-sebab terjadi Contempt Of Court di depan pengadilan dan
bagaimana seharusnya penanggulangan tindak pidana Contempt Of Court .

Dari hasil penelitian dapat diuraikan bahwa Bentuk bentuk Contempt Of
Court antara lain perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang
dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (sub judice rule), tidak
mematuhi perintah pengadilan (disobeying a court order), mengacaukan peradilan

(obstructing justice), menyerang integritas dan impartialitas pengadilan
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(scandalizing the court), tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (misbehaving
in court).

Contempt Of Court terjadi di depan pengadilan disebabkan belum
bekerjanya sistem hukum dengan baik. Perilaku hukum dan budaya hukum yang
dipengaruhi oleh sistem hukum yang di terapkan di Indonesia . Hukum modern
dilndonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi baru yang didatangkan
atau dipaksakan (imposed) dari luar, yakni melalui kebijakan kolonial di Hindia-
Belanda. Aparat Penegak hukum belum bekerja dengan baik untuk dapat
menegakan hukum, terutama ketika sidang di pengadilan maka fungsi dan peran
jaksa, advokat dan hakim belum mencerminkan upaya hukum yang maksimal.
Budaya Hukum masyarakat dalam euforia reformasi menunjukkan kurangnya
penghargaan terhadap kewibawaan hukum. Hal ini diperparah dengan
kekecewaan praktek peradilan dan mafia peradilan.

Sistem peradilan di Indonesia adalah mengikuti Non Adversary Model dan
substansi CoC sudah menyatu dalam sistem itu sendiri. Pasal-pasal dalam KUHP
dan KUHAP sudah mencukupi (memadai) sebagai sarana pencegahan dan untuk
menangani tindakan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dan banyak
terjadi saat ini, baik untuk Contempt Of Court yang dilakukan secara pidana

maupun perdata, langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci : - Contempt Of Court
-Pengadilan

- Yuridis

UNIVERSITASMEDAN AREA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan kesehatan dan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini berjudul Kajian Yuridis
Terhadap Contempt Of Court Di Depan Pengadilan (Studi Di Pengadilan
Negeri Medan)

Dalam penyelesaian Tesis ini penulis telah melakukan tahapan penelitian
dan berusaha sebaik mungkin agar dapat mendapatkan hasil yang penelitian yang
baik , namun tetap menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan dan
kelemahannya, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan pembimbing demi
perbaikannya.

Banyak pihak yang telah berperan dalam penulisan Tesis ini, dengan
ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapkan terima kasih
kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian,dorongan, kritik
bimbingan, saran dan lain lain. Selanjutnya terima kasih yang sebesar — besarnya
penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ali Yaqub Matondang Selaku Rektor Universitas Medan

Area

2. Bapak .Dr. Mirza Nasution,SH.M.Hum , selaku Ketua Program Studi Ilmu

Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area dan juga sebagai

pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan kepada

Penulis

UNIVERSITASMEDAN AREA



3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu hukum
Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. Imam Jauhari, SH.M.Hum selaku Pembimbing Pertama, yang
telah memberikan bimbingan kepada Penulis.

S. Seluruh Dosen/Guru Besar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMA
yang telah memberikan ilmu pengetahuan bidang hukum selama
perkuliahan.

6. Kepada keluarga yang telah memberikan dorongan kepada penulis hingga
tesis ini dapat diselesaikan.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini telah memenuhi persyaratan
untuk pelaksanaan penelitian, kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan

memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Medan Juni 2011

Penulis

Syarifah Mastura

UNIVERSITASMEDAN AREA



DAFTARISI

Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
ABSTRAK ...couiiiiiiiiiiiieiiiiiniesisieteetestestessessessssoscessessessssonce sosene i
Z VA ) L7 U O (P iii
KATA PENGANTAR.....ciiiiiiiiiiieiticticeieitcaicnseesasnnssnsonsns v
DAFTAR ISI vii
BABI: PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belfileanof SMatismmiy & SRS s SR ............... 1
1.2. Perumusan Masalah...........ccccoeverernenrereossnenenineeeeneeseeeseeseesesnenns 5
1.3. Tujuan Penelitian.... ..ottt et S
1.4, Man e D et e O - ) F TR .o eeeee S
1.5. Kerangka Teori dan KOnSepsi ....c...cccvevieevirrnereiicieeeiieescieiireesseeceennen 6
1.5. 1. Kei@iipk a8 E illineereses: SEN (NS mecsmorn ey dt Wiy | .................. 6
1.5.2. KONSERY. P Sn S u it Mo SOOI L. .....cvvcoversessanne 10
BABII: TINJAUAN KEPUSTAKAAN 15
2.1. Pengertian Contempt of COUFE .........occvvvieeiieriieerceieciiesieeeiieseeenenenns 15
2.2. Jenis — jenis Contempt Of Court........c.ccoeeeueemmniesceseresinreeeeeieeennenees 20
BABIII : METODE PENELITIAN 28
3.1. Spesifikasi Penelitian............ccceoveeiirceinenieineeiiecenee e 28
3.2. Lokasi Penelitian.........c.ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 29
3.3. Metode Pengumpulan Data...........ccocveerveeeineineineiiincneneneeereeeeee s 30
3.4. Alat Pengumpulan Data.. ......c.cccooeimeiiiiiicicniniecneeececeee e 30
3.5. Analisis Data.....ccccceiieeiiieiiiiiee et 82
UNIVERSITASMEDAN AREA

vii



BAB1V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.... 33

4.1. Pengaturan Contempt of Court Dalam Hukum Pidana Indonesia.... 33

4.1.1. Pengaturan Contempt Of Court dalam Rancangan KUHP

Tahun 2005. .. ... e 48

4.2. Faktor Penyebab Terjadinya Contempt Of Court Di Indonesia........ 72
4.2.1. Peristiwa di Pengadilan Negeri Medan yang dikategorikan

Contempt Of COUT......veinieiiiiiiii e, 72

4.2.2. Faktor Internal Peradilan di Indonesia....................oooiine. 75

4.2.3. Faktor External Budaya Indonesia....................cooiiiiiiin s, 88

4.3. Sistem Peradilan yang sesuai Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Terhadap Peradilan (Contempt Of Court)......... ccccceeeveeeee.. 99

4.4. Etika Profesionalisme Sebagai Suatu Upaya mencegah Contempt

of Corii/NEuny S 4 . 5 ( VSRIRESIORN GRS L. 108
BARBR VYV : KESIMPULAN DAN SARAN......cooctiiiiieiireeitenireseesestaesasanesseannnas 119
5.1. Kesirnhgiliges Wi, oo M. _ o [T Tuuuusiny SR | .. _............ 119
5.2. Saran. |\ Ve W coeee: S -~ ST comeeee I SRORRNY () ... ... ......... 120
DAFTAR PUSTAKA
UNIVERSITASMEDAN AREA

viii



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan (contempt of court)
di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung yang telah diperbaharui dan disempumnakan dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 terutama Penjelasan Umum
butir 4 yang menyatakan bahwa :

"untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya
bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur
penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat
merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan
peradilan yang dikenal sebagai contempt of court”.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada saat diundangkannya UU
No. 14 tahun 1985 terdapat situasi yang kurang kondusif dalam praktek peradilan
di Indonesia yang menuntut perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana
terhadap proses peradilan. Situasi ini ditanggapi oleh para hakim, dengan
mengajukan ide ataupun usulan mengenai perlunya dibentuk suatu Undang-

Undang atau aturan khusus yang dapat memberikan perlindungan terhadap para

hakim dalam menjalankan tugasnya.'

! Hal ini dapat diketahui dari misalnya, dari Seminar tentang Contempt of Court yang
diselenggarakan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Maret 1987, Hukum online, 19 Maret
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Sebagian kalangan mendukung usulan para hakim ini dengan alasan
bahwa dalam menjalankan tugasnya para hakim ini perlu mendapat perlindungan
yang layak sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik. Kalangan ini
menyatakan bahwa profesi hakim memerlukan ketentuan khusus yang dapat
menjamin kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam menjalankan profesinya.
Para hakim ini berpendapat bahwa selama ini profesi hakim banyak terganggu
akibat adanya gangguan maupun ancaman terhadap hakim dalam menjalankan
tugasnya. Akibatnya, hakim seringkali mengalami kegamangan dalam
menjalankan tugasnya ataupun dalam memberikan putusan terhadap suatu kasus.

Sedangkan yang lain menyatakan bahwa ketentuan mengenai contempt of
court ini sudah ada dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia, walaupun
tidak disebut sebagai contempt of court. *

Pendapat lain lagi menyatakan bahwa keinginan mengenai perlunya
ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan (contempt of court)
ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan untuk melindungi hakim semata
sebagai salah satu pihak yang paling berperan dalam proses peradilan. Kalangan
ini berpendapat bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai
tindak pidana terhadap peradilan ini merupakan reaksi atas kritik yang
mengemuka terhadap peradilan dan pejabat peradilan, dimana kritikan ini

ditanggapi oleh pejabat peradilan dengan “kemarahan”. Padahal, kritikan dari

2Oemar Senoadjie yang menyatakan bahwa delik-delik contempt of court yang
berhubungan dengan “rechtspleging” (jalannya peradilan) meliputi beberapa ketentuan pidana
dalam KUHP, yang terpencar dalam beberapa bab. H. Harris pernah mengumpulkan pasal-pasal
yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana contempt of court, seperti Pasal 207, Pasal 208,
Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 222, Pasal 224, Pasal 227
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